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ABSTRAK 

 

Perjanjian antara Dinas PSDA dengan PT. TANJUNG LAPAN  untuk melakukan 

normalisasi perkuatan Tebing Batang Lurus-Maransi yang dituangkan dalam 

kontrak Nomor 19.02/PBPP.WS-APBD/PSDA-IV/2016. Namun dalam 

pelaksanaan perjanjian ini ditemui adanya wanprestasi. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perjanjian  pekerjaan proyek normalisasi 

Batang Lurus-Maransi antara Dinas PSDA dengan PT. Tanjung Lapan di Kota 

Padang? 2) Apakah penyebab wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek 

normalisasi batang lurus-maransi antara Dinas PSDA dengan PT. Tanjung Lapan 

di Kota Padang? 3) Akibat wanprestasi dari perjanjian pekerjaan proyek 

normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas PSDA dengan PT.  Tanjung 

Lapan di Kota Padang?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber 

data adalah data primer dan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah 

bahwa 1) PT. Tanjung Lapan telah wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian 

pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi 2) Penyebab wanprestasi 

yaitu tenaga kerja yang kurang profesional dari PT. Tanjung Lapan. 3) Akibat 

wanprestasi yaitu pemutusan kontrak secara sepihak dan jaminan pelaksanaan 

dicairkan ke dalam kas APBD serta dimasukkan ke dalam blacklist. 

Kata Kunci: Perjanjian, Pemborongan, Wanprestasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun 

(developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan 

pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di 

bidang non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat 

dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara 

adil dan merata. Sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari 

partsipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara 

merata oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu 

meningkatkan pembangunan di segala sektor, mulai dari sektor pertanian, 

perindustrian, pertambangan dan pengairan.  

Dalam sektor pengairan khususnya sungai yang menjadi salah satu sumber 

kehidupan masyarakat perlu dilakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai 

dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi. Untuk melakukan normalisasi dan 

perkuatan tebing merupakan tugas dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

(selanjutnya disebut Dinas PSDA) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 

ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas pokok 

dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat 

menyatakan bahwa: 

 

1 
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Bidang sungai, pantai dan konservasi mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, 

mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi operasional dan 

pemeliharaan sungai, pantai dan konservasi, rehabilitasi dan 

pengembangan sungai, pantai dan konservasi dan pengendalian daya 

rusak air.   

 

Dinas PSDA memerlukan adanya sebuah mitra dengan perusahaan 

konstruksi sebagai penyedia barang/jasa untuk melakukan normalisasi dan 

perkuatan tebing sungai yaitu dengan melalui proses pelelangan. Menurut Pasal 

36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah menyatakan bahwa pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi 

/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum 

dengan pascakualifikasi. 

Setelah mengikuti pelelangan dengan persyaratan sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 57 huruf e  Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan 

diumumkan pemenangnya, Dinas PSDA mengeluarkan Surat Penunjukan 

Penyedia Barang/Jasa (selanjutnya disebut SPPBJ) dan pihak perusahaan 

konstruksi memberikan jaminan pelaksanaan kemudian baru Dinas PSDA 

mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (selanjutnya disebut SPMK). Menurut 

Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan diberikan oleh 

Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan pelaksanaan diberikan sebanyak 

5% dari nilai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a yang 
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menyatakan bahwa besaran nilai jaminan adalah untuk nilai penawaran terkoreksi 

antara 80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan 

adalah sebesar 5% dari nilai kontrak. Setelah diterbitkannya SPPBJ dan 

memasukkan jaminan pelaksanaan barulah kontrak ditandatangani oleh kedua 

belah pihak.  

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam peraturan presiden ini meliputi:  

1. Barang 

2. Pekerjaan konstruksi 

3. Jasa konsultansi dan 

4. Jasa lainnya 

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi menyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa 

dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Perjanjian 

pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan 

dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (Surat Perintah 

Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan) dibuat dalam bentuk model-model 

formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang 

memborongkan berdasarkan pada peraturan standar/baku yaitu A.V 1941.
1
  

Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian pemborongan kerja ialah suatu 

persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk 

                                                           
1
 Djumialdji, 1996,  Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber 

Daya Manusia, Jakarta : PT Rineka Cipta,  hlm. 8 
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menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga 

yang telah ditentukan.  

Menurut Djumialdji defenisi perjanjian pemborongan disini kurang tepat 

menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak sebab si 

pemborong hanya mempunyai kewajiban saja sedangkan yang memborongkan 

hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik hak 

dan kewajiban. Dengan demikian definisi perjanjian pemborongan yang benar 

sebagai berikut : pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana 

pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu 

pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk 

membayar suatu harga yang ditentukan.
2
 

Pemborong (selanjutnya disebut penyedia jasa) harus memenuhi 

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa dalam 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa 

wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat 

waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Salah satu 

kontrak kerja dalam hal menyelesaikan proyek irigasi di Provinsi Sumatera Barat 

adalah yang tertuang dalan kontrak kerja nomor 19.02/PBPP.WS-APBD/PSDA-

IV/2018 pada tanggal 21 April 2016 yang dibuat antara Dinas PSDA dengan PT. 

Tanjung Lapan tentang normalisasi dan perkuatan Tebing Batang  Lurus-Maransi.  

                                                           
2
 Ibid, hlm. 4. 
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Dalam perjanjian ini berlaku selama 6 bulan, akan tetapi 3 bulan pekerjaan 

berjalan PT. Tanjung Lapan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Setelah Dinas 

PSDA memberikan 6 (enam) kali surat peringatan dan 3 (tiga) kali mengadakan 

SCM / Show Cause Meeting yang disebut juga rapat pembuktian, Dinas PSDA 

memutuskan kontrak dengan PT. Tanjung Lapan sebelum kontrak berakhir, oleh 

sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut “Perjanjian PEKERJAAN 

Proyek Normalisasi Batang Lurus-Maransi Antara Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air (PSDA) Dengan PT. Tanjung Lapan Di Kota Padang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pekerjaan proyek normalisasi 

Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas 

PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan  di Kota Padang? 

2. Apakah penyebab PT. Tanjung Lapan  wanprestasi dalam perjanjian 

pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan 

di Kota Padang?   

3. Apakah akibat wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan proyek normalisasi 

Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas 

PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan  di Kota Padang?   
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pekerjaan proyek normalisasi 

Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas 

PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan  di Kota Padang 

2. Untuk mengetahui penyebab PT. Tanjung Lapan  wanprestasi dalam 

perjanjian pekerjaan proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan  di 

Kota Padang 

3. Untuk mengetahui akibat dari wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan 

proyek normalisasi Batang Lurus-Maransi antara Dinas Pengelolaan Sumber 

Daya Air (Dinas PSDA) dengan PT. Tanjung Lapan  di Kota Padang. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio 

legal research). Dengan cara mencari data di lapangan untuk mendapatkan 

data primer, sehingga bisa menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis. Di samping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh 

data sekunder. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

melalui wawancara dengan responden yaitu Bapak Rahmad Yuhendra 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  dan Bapak Erman J sebagai 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas PSDA Provinsi 
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Sumatera Barat dan oleh pelaksana lapangan proyek yaitu Bapak Bing 

Sungul di dari PT. Tanjung Lapan  serta Bapak Arfinal sebagai 

koordinator pengawas dari CV Parades Karya Consultant. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya 

mengikat: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

d) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas 

pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 

Sumatera Barat 

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum 

sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan karya ilmiah dan data 

yang ada pada Dinas PSDA. 

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan responden yang dilakukan secara semi terstruktur, artinya 
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mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian 

dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.. 

b. Studi dokumen hal ini dilakukan dengan melakukan pemahaman 

terhadap undang-undang buku-buku, literatur, jurnal maupun karangan 

ilmiah serta data yang ada pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif , yaitu 

dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti kemudian 

diolah, disimpulkan dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


